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Mengingal 

a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa 
Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di 
daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di 
bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna 
mengembangkan kemampuan dan membenruk watak serta 
peradaban bangsa yang berrnartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui 
proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang 
menyentuh unsur demokraus, berkeadilan, sistemik, 
pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan kcteladanan 
dan pemberdayaan semua komponen rnasyarakat sehingga 
tercapai tujuan Pendidikan Nasional; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalarn huruf a 
iersebut di atas dan dalarn upaya pemerataan 
pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan 
pcningkatan daya rarnpung bagi Lulusa_n Sekolah .Da$11r 

rta meningkatkan muru dan efis1ens1 tingkat pendidikan 
:kolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk 

tur Pendirian Unit Sekolah Baru Sckolah Menengah 
menp . . . 
Pertama Negeri di Kabupaten Smtang, 

"~ d sarkan pertimba11gan dalarn huruf a dan huruf c bahwa ber a . , 
· perlu ditetapkan dcngan Peraturan Bupati Stntang: 

b, 
d Nomor 27 1'ahun 1959 tentang Penetapan 

I. Undang-Un ang Darurnl, Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Undang-Undan~aerah Tingkal JI DI KaHmantan [Lembaran 
Pembenl.ukAn lk Indonesia Tohun 1953 Nomor q, T1UT1bahan 
Negara Rcpuhl Rcpubllk Indonesia Nomor 35:.1) t1ebagoJ 
1..embnran NcgAra (l.emt,oruan Nl'g11rn Rcpublik Indonesia 
Undang-Undang r 72 TAmbuhan Lembo.ran Negara 

1959 Nomo • . 
1'a.hun I d nesia Nomor 1820); 
Republik no 

2. Undang,Undang ... 

Menimbang 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALTMANTi\N BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 48 TAHUN 2017 

TENT ANO 

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH Bi\RU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEO!sRI 
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

c .~, l) 
'' l..., ... t\,_.i, r/1 ~· ... ,} 

-A.' i . : 
\~ . '~} 

~ 
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11. Peraruran ... 

8. Peraturan Pemerinta.h Nomor 17 Tahun 20 IO ten tang 
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah~n 2010 !'4omor l 12, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pen5d!~ikdan NParosisedona01rNoDmaonr K2nOteTn~ahuDn,. 
2010 rentang Norma, tan ar, ' 
Bidang Pcndidikan: 

Menteri Pendidikan Dan Kcbudayaan Republik 
10. Pcratura,n Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pcdoman 

lndon~sui Perubahan Dan Pcnutupan Satuan Pendidikan Pend1nan, ' 
oasar Dan Menengah; 

' ( 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Stnndar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5670); 

5· 
~ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang 
I emermtahan Daerah !Lembaran N~gara Republik 
ndoncs1a Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 

N~gara Rl'publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58. Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Undang- Undang Norn 
Pend,dtkan Nasio al or 20 Tahun 2003 tentang Sisrem 
Tahun 2003 N n IL<>mbaran Negara Repu blik Indonesia 
Republik lndone omNor 78, TambahM Lembaran Negara 

sra omor 430 1 ): 
4. Undang-Und 

Pe be ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang m ntukan Perat p Negara R . uran erundang-Undangan (Lemharan 
Tamh h "Publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

' a an Lernbar N · · ' 5234); an egara Repubhk Indonesia Nornor 



13. Pffididllcan . 

Dalam Peraturan in, )ang d1maksud dengan · 

1. Oaerah sdalah Kabupaten Smtang 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah s,,bagai unsur pen~ elenggara 
Pemcrint.ahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan uruaan pcmHU>tahan 
)&ng menjad] kewenangan daerah otonom. 

3. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan oleh 
pcmerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugae pembantuan dcngan prmsip otonom, s,,luas-luasnya dalam 
a,stem dan prina,p Negara Kesaruan Republik Indonesia sc,bap.unana 
dimaksud dalam Undang·Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Kepala Daerah adalah Bupari Sintang. 

4. Dinas adalah Dinaa Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatcn Smtang. 
, ' 5. Kepala Oinaa adalah Kepala Dmas Pend1dikan dan Kcbud&>aan 1-:abupaten 

Sm tang. 
6. Mentcri adalah Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
7. Kcpala Sekolah adalah Guru yang mendudulo J&batan funga,onaJ yang 

dibcrikan tugaa wnbehan Kcpala Sekolah. 
8. Wakd Kepala Sekolah adalah w.akO Pimpinan Sekolah )&ng memb1dangi 

kurikulum, kesiswaan, dan koneeling 
9. Kepala Tata Uaaha adalah Pt,mcpng Tata Usaha dan i\dminiatrasi di ackolah 
JO. Sckolah Menengah Pt,rtama adalah JtnJ&ng Pendidikan Menenph ~ 

Negeri. 
I . T krtis Daerah adalah unit yang dibcntuk olch Bupau sc,bagiu 
I. Untt Pt,lakaana . e ba · ~gelola pelabana j81ann, .. pendidikan 

Pelaksana Tekn,s Daerah ae Ill'' • 
eekolah. 1an· d · dan Selan.la Daerah yang ee ~utnya 1smgkat APSD 

12. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Sintang. 
adalah Anggaran Pt,ndapatan 

Pasal I 

MEMUTl.;SMN : 

PERATURA'I BUPATI Sl:STAXG TE'TA',G PEXDIRI..\' L "IT 
~EJ..OLAII BARU SEKOLAH ME:SE'\GAH PERTAMA :\ECERI DI 
!,;ABU PATE!'. Slt-.'TA vc TiUll;:S 2017 

Mcnetapkan 

I I Pt>raturan Oaerah h'. 
tentang Pcm~ abupaten Sin,ang 'lomor-; Tahun .2016 
h'.abupaten S ntul..an Dan Susunan Perangkat Datrah 
Tahun 201~n~ng fLembaran Daerah Kabupaten Smtang 
Kabupaten S om~r 1. Tarobahan Lembaran Daerah 

tntang t,omor 7J: 

' .. t ..... ..: I f 

l r 
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(21 Penduian ... 

. · 'kann •a &kolah Menengah Pertama Negeri adalah guna 
(I) Latar belakang didin > ndidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

mengembangkan lembaga pe ,8 ,,..ningkatan manusia yang beriman dan 
sebaga• u~ ~ · bangsa. serta 

O 
Yang Maha £ea, berakhlak mulia, cakap. sehat. 

bertakwe kepada Tuh~. d n menjadi wargi, neg.ara yang demokratis sena 
berilmu, kreatif, mandtn a . 
bertanggung jawa b. 

Pasal?. 

r 

13. Pendrdikan adalah usaha l ':, ~ '.:; 
b(>JaJar dalam PJOS(" sa.ll~r <lan tt>rtn(:ina unruk 
rnenge-rr1bangka 8 r>emhel&Jaran ,i • 

1n~'14":'.JUdkan <tuai,.ana 
ken atnaan n potenat d1nnva gar pesena dld.uc secera ak•lf 

< g, ~ • J)(?ngcndi,Jian d · · untuk mf>mihki kf'kuatan gp1ntual 
keterampilan )'ang d1perluka~r~1 ke~nlmdian kccerdasan akhlak .muha serra 

14, Pendidikan Menengah Ti nn)a, ma~yarakat, bangaa dan negara 
serelah Lulus,in Pend,d"-~gkra, Pertams adalah Pendidikan vang dilaksanakan U\an Jasar . 

15. Sistem Pendidik&n Nas· 1 · 
J kali iona adalab kesel h k sa mg ter it secara terpa_d · uru an omponen pendxhkan sang 

1 6 Pcsert didik u untuk mencapai Tujuan Pendidikan !\asionO:J . 
· ta 1 ' adalah an . 

potensi diri melalui prose ggota .ma~;11rak.,1 yang berusaha mengembanglcan 
jenis pendidikan terte 8 pembela3aran yang tersedia pada jalur, jenjang dan ntu. 

17. Tenaga Kepend1dikan adalah an . . diangkat untuk . ggota masyarakat yang mengabdlkan din dan 
menunJang penyelenggaraan pendidikan. 

18. Pendidik adalah tenaga k did konselor am . epen ' ikan yang berkualitas sebagai guru. dosen, 
b · 

1 
P ong pelajar, widyaswara, tutor. instrukrur, fasshtator, dan 

se utan am sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipaai dalam 
menyelenggarakan pendidikan. 

1 .,. 19. Kurikulum. adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, 
r bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

20.Pembelajara~ adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

21.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan 
pcnetapan muru pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
setiap jalur. jcnjang dan jenis pendidikan sebagai suatu benruk 
pcrtanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

22.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program daJam suatu 
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah dnetapkan. 

23.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu >ang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kependidtkan, 
masyarakat. dana, sarana dan prasarana. 

24.Dewan Pendidikan adalah Lernbaga Mandiri yang beranggotakan berbaga, 
unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 

25.Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wa~ 
peserta didik, komunitas sekolah serta rokoh masyarakar yang peduli 
pendidikan. 

26.Siswa adalah pcsert.a didtk pada satuan pendidikan mcnengah di jalur 
pendidikan sekolah. 



• 
Pasa.l ... 

den pengembangan tenaga pendidik. lcurikulum, 
Pcngadaan, pendayagunaa:·ct'k tanah dan geduna aerta pemeliharaa.nya pada 
buku acuan, peraltltan pen 1,~ :~·menjadi tanggungJawab Pemerintah Deerah. 
~kolah Menengah PttU,ma N g 

Pasal 6 

(3) Kepala Sekolah diba.ntu oleh Tenaga Kependidtkan lainnya dan tenega 
adrnimetrasi yang jumlahnya aesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(4) Susunan Orgimisasi, tugas dan wewenang Se_kolah Menengah Pertama Nt"geri 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah eesuar dengan ketenruan peraturan 
perundang-undanpn yang berlaku. 

0 ·sasi dan Sekolah Menengah Pertama aeba.gaima.na dimakaud 
(5) Struktur rg,am ntum pada tampiran I, yang merupakan ba.gian yang tidak 

pada ayat (I terca . . 
terpisahkan dari Peraturan '"1• 

(2) Pimpinan Sekolah Menengab Pertama terdiri atas Kcpala Sekolah dan seorang 
atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan. 

(1) P~ngelolaan Pendirian Sekolah Mcnengah Penama Negeri sebagarmana 
dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adaJah 
tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas. 

Pasal 5 

Mad.rasah Dasar dan Sekolah Pesena didik berasal dari lulusan 
lbtidaiyah/ sederajar. 

Pasal 4 

Dengan Peraturan Bupati .. di 
Negeri dengan Narna Sekola;1da~etap~ Pend!rian Sekclah Menengah Pena.ma 
II. merupakan bazian . . lokasi sebaga,mana tercantum dalam lampiran 

0-· }ang udak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

121 Pendirian Sekolah 't l ,. · · r. 
• » enengah Pe , , .; 

a. meti:gkatkan da1a tam rtania Negen benujuan. 
pem angunan dan Pung lulusan Sek . 

b meningkatkan Pt'ngembangan bid olah Dasar guna memenuhi 
mas) l\rakat dal pengetahuan dan k:nd,dikan d, daf'rah. 
sosial bud . am mengadakan hub puan s,s,,. a sebagai anggota 

. . 8}8, semesia serta ungan umba] balik dengan lmg)cungan 
padaJenJang Yang lebih tlnggi. dapa1 melanjutkan pend1d1kan pendidikan 

(3) Untuk mencapai . 
1 tuJuan seba . 

pen ye enggaraan pendictikan gaimana dunaksud pada a vat ( 11 
kepada Tujuan Pendidaka N pada Sekolah Menengah Pertama be,.;,.,.oman n as1onal. ',.,..~ 

f r 

, r 



PaaaJ ... 

(2) Pclaksanitan Kctcnwan 
Menteri melalui Dina&- 

sebapi siswa Sekolah Menengah Pcnama seseorang 
(I) Untuk dapar diterima 

harua : r/Madrasah fbtidaiyah/Sederajat; 
8, Tamatan Sekolah Dasa 80 disyaratkan olch Sekolah Me11enph Pertama 
b. Memiliki kemampuan Y g 

yang bersangkutan, 
eebalJ!limanB dimaksud pada ayat ( I), diatur oleh 

Pasal 9 

(2) lsi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat 
bahan kajian dari mata pelajaran tentang: 
a. Kelompok A terdiri atas 

I. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti: 
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 
3. Pendidikan Bahasa Indonesia; 
4. Pendidikan Matematika; 
5. Pendidikan Pengetahuan Alam; 
6. Pendidikan Pengetahuan Sosial; 
7. Pendidikan Bahasa lnggris; 

b. Kelompok B 
J. Pendidikan Seni Budaya; 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan kesehatan: 
3, Prakarya. N · I di ka 

k ikulum yang berlaku secara asrona yang uetap n (3) Melaksakanan un 
Menteri. 

p rtama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata 
(4) Sekolah Menengah e k daan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah I . n sesuai dengan ea . . 

pe ajara kutan dengan tidak mengurang, kunkulum yang Pertama yang bersang 
berlaku secara nasional. 

ama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan 
(S) Sekolah Menengah ~rt sesuai dengan kebutuhan setempat. 

kajian dan mata pelaJaran 

(l) lsi Rencana lnduk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan rnenengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan. 

Pasal 8 

BABW 
RENCANA INDUK PENGEMBANGAl'f SEKOLAH 

prasarana. 

Kepala Sekolah Menengah p rt 
e ama Negen bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah. 
oembinaan lenaga ke didik ' 
,,- ' pen ' I an lainnya dan pendayagunaan sarans dan 

Pasal 7 

,··7 l :, •J - 
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(3) lfMil ., 

kurikulum dilakukan untuk mengetahu: keaeauaian 
(I) Penilaian Pelaksanaan lah Menengah Pertarna ynng bersangkutan dengan 

antara kunkulum Seko ..,..ndidikan naaional dengan kcmampuan siawa 
dasar fungsi, dall tuJuan ,,. 

• 88varaket. serta perkembangan m , 
dan tenagt1 kependidikan dilakukan untuk 

(2) Penilaian terhttdap gu; kewenangan profeaional. 
mengetahui kemampuan an 

Pasal 12 

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, 
b k . b den bersifat terbuka untuk memperoteh keterangan tentang er eamam ungan . 
k . k · an pelajar siswa pelakaanaan kunkulum, guru dan tenaga eg,atan dan emaJu . 
k . . 1 inn a dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu kesatuan 

ependidikan 8 Yb.naan pengembang11n dan penentuan akreditasi Sekolah dalam rangka pcm • · 
Menengah Tingkat PertamA. 

Pasal 11 

BAB IV 
PENILAIAlf 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) Pasal 
ini, diatur Jebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

(21 Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana 

siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 

b. mematuhi sernua peraturan yang berlaku; 
c. menghormati tenaga pendidik; 
d. menghormati tenaga kependidikan; 
e. ikut memelihara sarana den prasarana serta kebersihan, kerertiban, dan 

keamanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan. 

Pasal 10 

(ll Siswa mempunyai hak sebagai berikut . 
a. mendapatkan hak yang sa · 
b. memperolt'h pendidikan a ma ~ntuk ~endapatkan pendidikan: 

m enmkut· garna sesum dengan agama yang dianutnva: c. ,,. • program p didika · 
,__ 1 1 . en 1 1 n yang bersangkuran atas pendidikan oer ce anJutan baik unt k 

k ' · U mengembangkan kemampuan diri maupun 
dunbt.u,. kmempero\eh pengakuan tingkat pendidikan terteruu yang 

1 uxu an; 

d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa arau bantuan Jainnya 
sesuai dengan persyaratan yang berlaku: 

e. pindah ke Sekolah Menengah 1'ingkat Pertama yang sejajar atau yang 
tmgkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa 
pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dirnasuki, 

t r 

, 



BAB VD 
UTE!ffUAlf PERALIHAlf 

Pasal 15 

n yang telah ada sebelum Peraturan Bupari ini, 
Segala PcraturaJl dan ketentu:engan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku. 
llepanj&ng tidak bertenU1nglln 

sebagaimana dimaksud pada avat (I), ayat (2) dan 
(4) Pelaksanaan ketenihtu~n iut sesuai ketenruan peraruran ~rundang-Undangan 

ayat (3), diatur lcb anj 
yang bertaku. 

(I) dan (2). dilakukan oleh 

(2) Pengawasan dilakukan 
adrniniatrasi sekolah. 

f3) Pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
pengawas Sekolah Menengah Pertama. 

dan pcndidikan terhadap penyelenggaraan 

Pasal H 

(I J Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan peng,1"'.asan terhadap Sekolah 
Menengah Tingkat Penama dalam rangka pembmaan. pengembangan. 
pcrli.ndungan. pcningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah 
bersangkuta n. 

BABV1 
PE!fGAWASAlf 

f2l Pernbinaan sebagaimana dimaksud ayat (I) meliputi: 
a. gaji guru, tenaga kepcndidikan lainnya dan renaga adrninistrasi; 
b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana; 
c. biaya perluasan dan pengembangan: 
d. biaya Pendidikan dan Pengajaran. 

rlJ Dengan telah dilakukan Penduian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana 
drmaksud pada Lampiran II, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana 
dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuparen Smtang dan sumber lain yang 
sah. 

Pasal IJ 

BABV 
PEXBlAYA.U 

3 Has;] perulaian sebao~·-ana d .,..,... ' •maksud 2 a pembmaan dan pengernban a;at ( l d1gunakan untuk 
b pen) empumaan 1...-unkulumgan g>.iru dan tenaga pendidik lamnya: 

renaga kep,!ndldikan lamn}a pengelolaan program pendidikan guru, dan 

..; Pelaksanaan sebagaimana dunaksud 
dilakukan oleh Dinas. dalam ayat lll. ayat (2) dan ayat (3J. 

l r , : I ,..., .. 
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V JAROT WDfARNO 

KOMITE SEKOLAH ~---- KEPALA SEKOLAH 

• • • I TATAUSAHA I WAl(JL BIDANG WAl<IL BIDANG WAKIL BIDANG 
KURIKULUM SISWA KONSELING 

I I I 
J LABORATORlUM PERPUSTAKAAN 

WALi KELAS SEK OLAH 

I 
I SISWA I : OEWANGURU I 

I 
I I ' I I I I 

lf 11 KOPEAA&I 11 EK&TRA 11 Pll,IR PRAMUKA OSIS UKS SCt<OLAH KUAU(ULER PKS 

STl~LJKTUR ORGANJS/\SJ UNIT SEKOLAH BARU SE:KOLAH MENENGAH PERTAMA 
NEG ER! OJ KABUPATEN SJNTANC 

Pl·.)~/\T(J ,~ /\N '!lJ l'i\l'J !·mrr \N(' 
NOM(JI~ . -"'6 1 , ' , , 
T/\N('(' 'J 'J • 1 /\!!UN 20 r 7 
., : ' ~ kJ,1 ~ S 1V'-l1 20J7 
I lsN1 /\!W; l'JcN[)fRIAN UNIT SF.KOi.AH ll,\fW SEKOI.Al-1 

M~.NJ•,N(}AJ I Pf<.RTAMI\ NJ-:GJ,;Rf ur KAflUPATEN 
SJNTI\NG 

C r 



~ r JAROT WillARl'fO 

Tahun Operasionat 
2017/2018 Desa Sejawak 

C~<.? J NAMA S!::KO LAJ·J---_ r~J<P.CAMATANI __ _·A--LAM_A_T--_-_--,+-----c-K;_:::c~T--cE,::~-:--7:N::-G~-. 
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Atap Kctungau Ketungau Tengah Dcsa Engkitan 
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DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAfl Mfo:NF;NGAJ·I 
PERTAMA NEOERJ DI KABUPATEN SJNTAN(; 

PERATURAN BUPAT! SlNTANG 
NOMOR : 'I~ TAIIUN20J7 
TANOC',AL $" 111,..·, 2017 
TENTANG PftNDIRIAN UNIT SEKOLAJT BARU Sr~KOIAH 
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